
 

 

 

 

 

BUPATI TELUK BINTUNI 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TELUK BINTUNI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu mengatur 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom 

Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoensia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia NOmor 2341); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4450); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negarai 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 

(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahn Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS, Calon Aparatur Sipil Negara 

dan PPPK yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. 



5. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, 

tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 

6. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah 

Lembaga non structural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang bertugas 

melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. 

7. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan 

yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara. 

 

Pasal 2 

Kode Etik PNS/ASN bertujuan untuk: 

a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaskanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, 

berbangsa, dan bernegara; 

c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan susunan kerja yang kondusif dan 

harmonis; 

d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS/ASN yang professional; dan 

e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS/ASN. 

 

 

BAB II 

PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

(1) Prinsip dasar Kode Etik PNS/ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. 

(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meluputi: 

a. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh jabatan dan rahasia 

negara; 

c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan; 

d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik 

Indoensia; dan 

e. Menegakkan kujujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan 

profesionalisme. 

(3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi 

dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan mermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

(4) Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi: 

a. Integritas; dan 

b. Profesionalisme. 

 

  



Pasal 4 

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari: 

a. Sikap; 

b. Perilaku; 

c. Perbuatan; 

d. Tulisan; dan 

e. Ucapan pegawai. 

 

BAB III 

ETIKA APARAT SIPIL NEGARA 

 

Pasal 5 

(1) Setiap PNS/ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap 

dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri 

sendiri, serta sesame ASN; 

(2) Setiap PNS/ASN wajib memenuhi, mentaati, dan melaksanakan Panca Prayetya Korpri 

sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 

 

Pasal 6 

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi: 

a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; 

b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesame suku dan umat beragama; 

c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indoensia dalam 

meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri; 

d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-udangan; 

e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap 

melaksanakan tugasnya; 

g. Melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan 

rakyat dan bangsa Indonesia; 

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat 

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

i. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku 

dan adat istiadat. 

 

Pasal 7 

Etika dalam berorganisasi sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi 

atau golongan; 

b. Mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan cara yang berlaku; 



c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang 

berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya; 

d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung; 

e. Setiap PNS/ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, 

ketulusan, dan kewibawaan, serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku 

guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi; 

f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai 

seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; 

g. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang 

lain sesuai dnegan peraturan perundang-undangan; 

h. Tidak memberikan fotocopy surat keputusan pengangkatan jabatan dalam jabatan dan surat 

keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan; 

i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif 

terhadap hakikat, martabat, dan citra institusi Pemerintah Daerah; 

j. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri; 

k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam 

menghadapi perbedaan pendapat antara sesame PNS/ASN dan pihak terkait lainnya; 

l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak 

memanfaatkannya secara tidak sah; 

m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya Tindakan 

pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau 

merugikan bangsa dan negara; 

n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan 

institusi Pemerintah Daerah, Bangsa, dan Negara; 

o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dalam negeri; 

p. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan 

Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait; 

q. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; 

r. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya; 

s. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan; 

t. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; 

u. Menjamin Kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka 

pencapaian tujuan; 

v. Bertanggung jawabdalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang 

milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

w. Menjaga data dan informasi yang dimilki dalam menjaga: 

1. Mengamankan file dan berkas; 

2. Mengamankan password computer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain 

yang tidak berhak; dan 



3. Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak 

mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja. 

x. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan 

kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok; 

y. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; 

dan 

z. Tepat waktu dalam masuk kerja dan menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang 

berhubungan dengan kepentingan dinas. 

 

Pasal 8 

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Bersikap terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan, serta pendapat dari 

lingkungan masyarakat; 

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; 

c. Melaksanakan kegiatan social baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan 

membantu tugas social lainnya untuk kepentingan masyarakat umum; 

d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; 

e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat; 

f. Menghormati sesame warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan 

status social; 

g. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain di lingkungan masyarakat; 

h. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat; 

i. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan 

j. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan. 

 

Pasal 9 

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, dan minum yang memabukkan; 

b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing 

untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah, Bangsa, dan Negara; 

d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan perbuatan kolusi, korupsi, dan 

nepotisme, serta patuh menyampaikan laporan LHKPN; 

e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan, 

dan pihak lain yang secara lansung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa, dan 

negara; 

f. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; 

g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; 

h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak 

bermoral lainnya; 

i. Jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; 



j. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketukusan; 

k. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesame pegawai, bawahan, dan 

atasan; 

l. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik; 

m. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman, serta peduli dengan situasi dan 

kondisi lingkungan kerja; 

n. Hemat energi dan air; 

o. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan; 

p. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela; 

q. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan 

r. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. 

 

Pasal 10 

Etika terhadap sesame PNS/ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Saling menghormati sesame PNS/ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang 

berkesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; 

b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesame PNS/ASN serta menjalin kerja sama yang 

kooperatif sesame PNS/ASN; 

c. Menghormati sesama pegawai tanpa membedahkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status 

social; 

d. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps pegawai; 

e. Menghargai perbedaan pendapat; 

f. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesame pegawai; 

g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan 

h. Mengindahkan etika berkomunikasi sesame pegawai termasuk dalam menggunakan sarana 

komunikasi, telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik. 

 

BAB IV 

MAJELIS KODE ETIK 

Bagian Kesatu 

Pembentukan dan Keanggotaan 

 

Pasal 11 

(1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode 

Etik dengan Keputusan Bupati. 

(2) Majelis Kode Etik sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji. 

(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah paling kurang 5 (lima) 

orang, terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota; 

b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Sekretaris merangkap anggota; 

dan 



d. Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan 

Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota. 

 

Pasal 12 

Dalam melakukan penegakan kode etik PNS/ASN, Majelis Kode Etik dibantu oleh Tim Sekretariat 

Majelis Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 13 

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat 

PNS/ASN yang diperiksa dan apabila pangkat Majelis tidak ada yang lebih tinggi, maka Majelis 

didatangkan dari Majelis Kode Etik Tingkat Provinsi. 

 

Pasal 14 

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS/ASN yang disangka melanggar 

Kode Etik. 

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS/ASN yang bersangkutan diberi kesempatan 

membela diri. 

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. 

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan 

diambil dengansuara terbanyak. 

(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Kewajiban Kode Etik 

 

Pasal 15 

Majelis mempunyai tugas: 

a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik; 

b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan Tindakan administratif kepada Pejabat yang 

berwenang; dan 

c. Menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang. 

 

Pasal 16 

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: 

a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; 

b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; 

c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang 

diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; 

d. Menutuskan/menetapkan terlapor atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; 

e. Menutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 

f. Merekomendasikan sanksi moral dan tidankan administratif. 

 

  



Pasal 17 

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban: 

a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik unutk mempersiapkan 

pelaskanaan sidang, dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduanpelanggaran 

Kode Etik; 

b. Menentukan jadwal sidang; 

c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengan keterangannya; 

d. Memimpin jalannya sidang; 

e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; 

f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk 

merumuskan putusan sidang; 

g. Menandatangani putusan sidang; 

h. Membacakan putusan sidang; dan 

i. Menandatangani berita acara sidang. 

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban: 

a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis; 

b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan 

d. Menandatangani berita acara sidang. 

(3) Sekretaris Majelis berkewajiban: 

a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang; 

b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi 

yang diperlukan; 

c. Menyusun berita acara sidang; 

d. Menyiapkan konsep keputusan sidang; 

e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor; 

f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan 

g. Menandatangani berita acara sidang. 

(4) Anggota Majelis berkewajiban: 

a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, saksi untuk kepentingan sidang; 

b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan 

c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila 

diperlukan. 

 

Pasal 18 

(1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan 

sidang. 

(2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang. 

Pasal 19 

(1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) 

kali. 

(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan 

pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja. 



(3) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang. 

 

BAB V 

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI 

 

Pasal 20 

(1) Hak Terlapor meliputi: 

a. Mengetahui susunan keanggotaan sebelum pelaksanaan sidang; 

b. Menerima Salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri maupun Bersama-sama paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang; 

c. Mengajukan pembelaan; 

d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan 

e. Menerima Salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan. 

(2) Terlapor berkewajiban: 

a. Memenuhi semua panggilan; 

b. Menghadiri sidang; 

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggtota Majelis Kode Etik dan 

Kode Perilaku; 

d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang; 

e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan 

f. Berlaku sopan. 

 

Pasal 21 

(1) Pelapor/Pengadu berhak: 

a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan; 

b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; 

c. Mendapatkan Salinan berita acara pemeriksaan; 

d. Memberikan identitas secara jelas; dan 

e. Mendapatkan perlindungan administrative. 

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban: 

a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berenang; 

c. Memenuhi semua panggilan; 

d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis; dan 

e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis. 

 
Pasal 22 

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administrative. 

(2) Saksi berkewajiban: 

a. Memenuhi semua panggilan; 

b. Menghadiri sidang; 

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis; 

d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun 

ditambah; 



e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan 

f. Berlaku sopan. 

BAB VI 

PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK 

 

Pasal 23 

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS/ASN/PPPK terhadap pelanggaran Kode 

Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik melalui persidangan terbuka dan tertutup dalam waktu 7 (tujuh) 

hari setelah laporan diterima. 

 

Pasal 24 

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23: 

a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan 

b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, 

argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik. 

(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

terbuka dan rahasia bila dilaksanakan tertutup. 

(3) Pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota 

Majelis Kode Etik. 

 

Pasal 25 

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 

Pasal 26 

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada: 

a. PNS/ASN/PPPK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 

b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi 

lainnya kepada PNS/ASN/PPPK yang bersangkutan. 

 

BAB VII 

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK 
 

Pasal 27 

(1) PNS/ASN/PPPK yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pelapor pengaduan bersifat 

fitnah dikenakan sanksi moral. 

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daru keputusan hasil pemeriksaan Majelis 

Kode Etik berupa: 

a. Permohonan maaf secara lisan; 

b. Permohonan maaf secara tertulis; 

c. Pernyataan penyesalan; dan 

d. PNS/ASN/PPPK yang diduga melakukan pelanggaran Kode ETik. 

(3) Sanski moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 



(4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat 

pelanggaran kode etik yang dilakukan. 

(5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan 

wewenangnya kepada atasan langsung PNS/ASN/PPPK yang dikenakan sanksi moral. 

 

Pasal 28 

(1) Selain diberikan sanski moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PNS/ASN/PPPK yang 

melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Tindakan administrative atau penjatuhan 

hukuman disiplin oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(2) Tindakan administrastif atau penjatuhan hukuman disiplin sebagaiamandimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pernyataan tidak puas secara tertuilis; 

d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 

f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 

g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

i. Pembebasan dari jabatan; 

j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS/ASN/PPPk; dan 

k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS/ASN/PPPK. 

(3) Rekomendasi dari Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang penjatuhan hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah 

ditetapkan oleh Majelis. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK 
 

Pasal 29 

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang 

diajukan kepada PPK/Kepala OPD/inspektorat/Kepala BKPP secara: 

a. Lisan yang ditandatangani diserta dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan 

petugas penerima laporan; atau 

b. Tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu. 

(2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

PPK/Kepala OPD/Inspektorat/Kepala BKPP dilanjutkan kepada Inspektur guna ditindaklanjuti 

dengan pemeriksaan khusus. 

(3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjti harus didukung dengan bukti yang 

diperlukan. 

(4) Hasil Pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan Inspektur diperoleh dengan dugaan kuat 

bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggarabn Kode Etik maka 



Inspektur mengirimkan berkas laporan hasil pemeriksaan khusus kepada Majelis Kode Etik untuk 

disidangkan. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah. 

 
BAB IX 

REHABILITASI 
 

Pasal 30 

(1) PNS/ASN/PPPK yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan 

hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya. 

(2) Rehabilitasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode 

Etik. 

(3) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi Moral 

bagi pelapor/pengadu sesuai Pasal 27 ayat (2). 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 31 

Peraturan Bupati dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam berita Kabupaten Teluk Bintuni. 

 

 Ditetapkan di Bintuni 

 Pada tanggal 29 Desember 2022 

  

 BUPATI TELUK BINTUNI 

 

  

 

 PETRUS KASIHIU 

 

Diundangkan di Bintuni 

Pada tanggal 30 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI, 

 

 

 

FRANS N. AWAK 
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